LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR =

—

11

TAHUN 1994 SERI : B NO : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN MEMBANGUN HIASAN DI ATAS MAKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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.

l‘

bahwa dalam rangka upaya pendayagu-
naan tanah =secara produktif dan
efisien bagi pemt--gunan, maka peng-
gunaan tanah unt “empat pemakaman

“"wajib memperhatikan ras pemanfaatan

tanah disamping aspek '=agamaan dan
sosial budaya ;

bahwa bangunan hiasan di atas makam
yang ada saat i1inl pada umumnya bHelum
sesuai dengan tujuan pemanfaatan
tanah, sehingga pelaksanaannya perlu
diatur sedemikian rupa agar tidak
mengarah kepada pemborosan pemakaian
tanah ;

bahwa berhubung dengan itu dipandang
perlu mengatur perizinan pembangunan
hiasan di atas makam yang dituangkan

~dalam bentuk Peraturan Daerabh ;

Undang-undang Nomor S5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah 3
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10.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1930
tentang Pembentukan- Daerah—daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 19357
tentang Peraturan Umum Retribusi

Daerah ;

Undang-undang Nomor S Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok—-pokok

Agraria ;

Undang—-undang Nomor S Tahun 1979

tentang Pemerintahan Desa ;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang Ketentuan—-ketentuan Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1987 tentang Penyediaan dan Penggu-
naan Tanah Untuk Keperluan Tempat

Pemakaman ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelak-
sanaa Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1987 tentang Penyediaan dan
Penggunaan Tanah Untuk Keper luan

Tempat Pemakaman ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1983 tentang Penunjukan, Pengang~-

katan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawali Negeri Sipill Sebagai Penyidik
Pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun

2>
.
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1991 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Keber-
sihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah
Tingkat 11 Banyumas ;

pDengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan @

a.

b.

i.

KAT 11 BANYUMAS TENTANG IZIN MEMBANGUN
HIASAN DI ATAS MAKAM

. BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas ;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Banyumas ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Banyumas ;

Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat
Wilayah Kabupatern Daerah Tingkat II Banyumas ;

H
Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas ;-

1
Izin adalah Izin membangun hiasan di atas
yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah ;
Pemohon adalah pemohon 1zin membangun hiasan di
atas makam ; - -
Pemegang -‘Izin adalah pemegang 1izin

hiasan diatas makam ;

Hiasan di atas makam adalah bangunan yang terbuat

makam

membangun

"dari batu,-beton dan atau bahan-bahan lainnya yang

bersifat permanen yang didirikan di atas makam
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.seseoranQ, termasuk di dalamnya pagar ke]iling
makam

J. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang
disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi
setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan,
yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan ;

kK. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah
vyang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenasah
yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial
atau Badan Keagamaan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal ‘2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a. memberikan dasar hukum bagi pemberian 1izin mem-—
bangun hiasan di atas makam ;

b. memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi
1zin membangun hiasan di atas makam ;

c. memberikan pedoman, pembinaan dan pengawasan
terhadap penggunaan tanah untuk tempat pemakaman
agar tidak mengarah pada pemborosan pemakaian

tanah ; |
d. memelihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian

kemampuan lingkungan hidup.
BAB 111
PEMBANGUNAN HIASAN DI ATAS MAKAM

Pasal 3

(1) Di atas makam di tempat pemakaman umum ‘atau
tempat pemakaman bukan umum dapat dibangun hiasan

. makam.

(2) Pembangunan hiasan di atas makam tidak diperke-
nankan diberi atap dan berlebih-lebihan serta
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(3)

(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

ukurannya tidak labih dari 2,50 m (dua setengah
meter) x 1,50 m (satu setengah meter), kecuali
bagi makam-makam tertentu yang akan ditetapkan
lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Dalam hal bangunan hiasan di atas makam brupa
pagar keliling, maka bangunan tersebut harus
tembus pandang dan tingginya tidak boleh 1lebih
dari 1,30 m (satu setengah meter).

Banqunan hiasan di atas makam harus diberi kode
yang memuat nomor dan tanggal keputusan pemberi-
an 121in.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Pertama
Wewenang Pemberian I[zin
Pasal 4

Setiap orang yang akan membangun bangunan hiasan
di atas makam, wajib terlebih dahulu memiliki
1zin dari Bupati Kepala Daerah.

Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini, tidak dapat dipindahkan, kecuali dengan
seizin Bupati Kepala Daerah.

Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ‘'ini, Bupati Kepala Daerah menetap-
kan kewajiban- kewajlban yang harus ditaati oleh
pemegang izin.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, Bupati
Kepala Daerah dapat memberikan pendelegasian
wewenang pemberian 1zin kepada Pejabat di
bawahnvya. :
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Bagian Kedua
Tatacara Mgndapatkan Izin

Pasal S

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalap

(2)

(3)

(4)

(%)

Pasal 4 ayat (1) Pasal ini, Pemohon harus menga-

Jukan permohonan secara tertulis kepada Bupat;

Kepala Daerah dengan cara mengisi formulir permo-

honan yang telah disediakan, dengan dilampiri :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

b. rekomendasi dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan
setempat ;

C. gambar rencana bangunan dan rencana angga~an
bangunan ;

d. gambar denah lokasi tempat pemakaman.

Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat (1) Pasal ini, Dinas Kebersihan dan
Pertamanan :

a. memberikan tanda bukti penerimaan permohonar
apabila pemohon telah memenuhl semua persya-
ratan yang diperlukan.

b. mengembalikan berkas permohonan apabila ter-
nyata persyaratan yang diperlukan belum dipe-
nuhi disertai dengan permintaan agar Pemohon
segera melengkapi kekurangannya.

Dengan memperhatikan pertimbangan tekn.s dar)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan , Bupati Kepala
Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan
yang diajukan Pemohon.

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka 12in harus
sudah selesali diproses dalam waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangqgal
diberikannyatanda bukti penerimaan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal

S g e

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan 1ty

or

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(1)

(2)

(3)

(1)

diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon
dengan menyebutkan alasan—-alasannya.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin
Pasal 6

Masa berlakunya izin ditetapkan sebagai berikut :
a. Tempat Pemakaman Umum :

1) Tempat pemakaman umum yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah izin berlaku selama S
(lima) tahun;

2) Tempat pemakaman umum yang dikelola oleh
Pemerintah Desa/Kelurahan 1izin berlaku
selama 10 (sepuluh) tahun.

b. Tempat pemakaman bukan ' umum izin berlaku
selama S5 (lima) tahun.

Dalam hal izin masa berlakunya telah habis dan
Pemegang Izin bermaksud akan memperpanjang masa
pberlakunya 1izin, maka selambat—lambatnya 1 (satu)
bulan sebelum masa izin berakhir Pemegang 1izin
harus mangajukan permohonan perpanjangan 1izin,
dengan dilampiri :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

b. izin yang bersangkutan .

Tatacara penyelesaian permohonan izin sebagaimana
dimaksud Pasal 35 ayat (2), (3), (4) dan (95),
Peraturan Daerah ini, berlaku juga untuk perpan-
jangan 1izin.

Bagian Keempat

Pelimpahan Izin

Pasal 7

Dalam hal Pemegang Izin meninggal dunia atau
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(2)

(3)

(1)

bermaksud melimpahkan izin atas namanya kepada

orang lain, maka ahli waris atau orang yang

mendapatkan perlimpahan izin daripadanya wajib
mengajukan permohonan perlimpahan izin kepada

Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

b. surat keterangan kematian Pemegang Izin atau
Surat Perjanjian/Pernyataan pelimpahan hak
vyang dilegalisir oleh KepalaDesa/Kepala Kelu-

| rahan setempat..

C. izin yang dilimpahkan.

Permohonan perlimpahan izin sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini, harus sudah diajukan
selambat—-lambatnya 3 (tiga) bulan se)ak tanggal
éeninggalnya Pemegang Izin atau saat terjadinva
perjanjian pelimpahan 1zin.

Tatacara penyelesaian permchonan 1zin sebagaimana
dimaksud Pasal 5 ayat (2), (3), (4) dan (D],
Peraturan Daerah ini, berlaku juga untuk pelim-
pahan 1izin.

Bagian Kelima
Pencabutan -I1zin
Pasal B8

Izin dicabut atau tidak berlaku lag: karena !

a. izin diperoleh secara tidak sah j

b. pemegang 1zin melanggar ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Daeran 1i1ni dan
atau melanggar syarat-syarat yang daitetaphran
dalam 1zin ;

c. lokasi tempat pemakaman gibutuhkan olet
Pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau
kepentingan umum ;

d. pemegang izin meninggal dunia atau 12i1n dilinm
pahkan kepada pihak lain dan dalarm waktu
(tiga) bulan terhitung se)ak meninggalnya
Pemegang Izin atau pelimpahan 1zin ahli war.is

-
ot
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(2)

(3)

(1)

atau orang yang mendapatkan pelimpahan tidak

mengajukan permohonan pelimpahan izin ;
e. masa berlakunya 1izin telah habis dan tidak

diperpanjang.

Dalam hal terjadi pencabutan 1izin sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pemerin-
tah Daerah berhak untuk membongkar bangunan di
atas makam yang bersangkutan atas biaya pemegang
izin, kecuali dalam hal pembongkaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal 1in1i.

Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Pasal 1ini, diberitahukan secara tertulis
kepada Pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-
alasannya setelah terlebih dahulu kepadanya

diberikan peringatan secukupnya.
BAB V
RETRIBUSI IZIN
Pasal 9

Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ayat (4) Peraturan Daerah ini, pemo-
hon dipungut retribusi sebagali berikut :

a. Pemakaman Umum :

1) Pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerin-
tah Daerah sebesar 10%Z (sepuluh persera-
tus) dari rencana anggaran bangunan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal S5 avyat (1)
huruf c¢ Peraturan Daerah ini1 dengan keten-
tuan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

2) Pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerin-
tah Desa/Kelurahan sebesar 54 (lima per-
seratus) dari rencana anggaran bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S5 avyat
(1) buruf ¢ Peraturan Daerah 1n1 dengan
ketentuan serendah-rendahnya Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).
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b, Pemakaman Dbukan umum sebesar 10 % (sepuluh
peraeratus) darl rencana anggaran bangunan
sebagaimana dimakasud dalam Pasal 5 ayat (1)
hurut ¢ Peraturan Daerah ini1 dengan ketentuan
serendah-rendahnya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu
lima ratus rupiah).

(2) Terhadap permohonan perpanjangan izin-sebagaimana
gimaksud dalam Pasal & Peraturan Daerah ini1i |
pemohon dipungut retribusi yang sama dengan
retribusy yang ditetapkan untuk izin yang ber-
sangkutan.

(3) Terhadap permohonan pelimpahan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah 1ini,
pemohon dipungut retribusi sebesar 50% (lima
puluh perseratus) dari retribusi izin yang dilim-
pahkan.

Pasal 10

(1) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal® Peratuaran Daerah ini disetor secara
bruto ke Kas Daerah.

(2) S0 % (lima puluh perseratus) dari hasil pungutan
retribusi izin yang berasal dari tempat pemamakan
umum yang dikelola oleh Desa/Kelurahan diberikan
kepada Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

(3) Tatacara penyaluran hasil - pungutan retribusi

sebagaimana dimaksud "ayat (2) Pasal ini, diatur
lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB VI
KEBERATA AN
Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi pencabutan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah 1ini,
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(2)

(1)

(2)

(3]

(4)

peme@ang 1z1in dalam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari terhitung sejak diterimanya
Keputusan Pencabutan 1zin dapat mengajukan
permohonan keberatan kepada Bupati Kepala Daerah
dengan menyebutkan alasannvya.

Permohoran keberatan yang diajukan setelah lewat
tengganq waktu sebagaimana dimaksud dalam avyat
(1) Pasal ini, tidak dapat dipertimbangkan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12
Dinas kebersihan dan Pertamanan berkewajiban
membina pengelolaan tempat-tempat pemakaman
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dinas Kebersihan dan Fertamanan bertanggungjawab
atas pelaksanaan dan pengawasan teknis Peraturan

Daerah ini.

Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah
ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten.

Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan teknis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal
ini, -diberikan biaya operasional yang besarnya
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditam-
pung .dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN_ PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Dengan tidak mengurangl apa yang telah diatur

11
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(2)

(1)

(2)

dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, maka barang
siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal

4 ayat (1), (2) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini,
diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-
lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan
atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimak-
suddalam Pasal 13 Peraturan Daerah 1ini, Jjuga
dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas sesuai dengan keten-
tuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaima-

na dimaksud dalam ayat (1), mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

€. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diritersangka ;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;3

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. memanggil seseorang untuk didengar dan di-

periksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga-
nya;
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1. mengadakan tindakan lain menurut hukum Yyang
bertangoungjawab.

BAanp  1IXx

KLTENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Bangunan hiasan di atas makam vyang telah ada
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap
telah memilikiy 1iz2in dan dalam waktu selambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlaku-
nya Poraturan Daerah ini wajib memiliki izin
berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan ketentuan
bentuk dan ukuran bangunan hiasan di atas makam
yang telah ada diakui keberadaannya.

(2) Bangunan hiasan di ¢tac makam sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) Pasal ini, yang sama sekali
sudah tidak ada chli =srisnya/penanggungjawabnya,

dengan persetujuan Ke ‘'a Desa/Kelurahan dapat
dibonagkar.

Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah irni, maka semua
ketentuan yang bertentangan dengan Percturan Daerah
ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah 1ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur ke-
mudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

-
P |
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Agar wupaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan  pengundangan Peraturan Daerah  inij
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Banyumas.

Ditetapkén di : Purwokerto
pada tanggal : 9 September 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERANH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II BANYUMAS

BANYUMAS
KETUA,

cap. ttd. cap. ttd.
WARSONO DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
S Januari 1994 Nomor : 188.3/760/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Banyumas .
Nomor : 1 Tanggal 17 Januari 1994 cerl 2.8

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,
cap. ttd.

Dres. S OEDIMAN

Pembina
N I P : 500 034 842

a:\sot2\makam
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 1993
TENTANG

IZIN MEMBANGUN HIASAN DI ATAS MAKAM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 1989, penyediaan dan penggunaan
tanah untuk keperluan tampat pemakaman merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II untuk
mengaturnya, dengan kewajiban harus tetap memper-—
hatikan azas keseimbangan dan kelestarian kemam-

puan lingkungan hidup.

Kenyataan yang sekarang ada menunjukan
bahwa pelaksanaan pembangunan hiasan di atas makam
seringkali bersifat berlebih-lebihan dan memakan
tempat yang tidak sedikit. Keadaan yang demikian
jelas tidak sesuai dengan pola hidup sederhana
yang dianut bangsa Indonesia, serta tidak sesual
pula dengan tujuan pemaﬁfaatan tanah secara lebih
produktif dan lebih efisien.

Sehubngan dengan hal tersebut, dalam rangka

|
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It.

mengawas ) dan mengendalikan pelaksanaan
bangqunan bangunan hiasan di atas makam agar
lan dengan pola hidup sederhana vang dianut
bangsa Indonesia dan tidak cenderung mengarah
kepada pemborosan pemanfaatan tanah, maka dipan-
dang perlu mengatur perizinan pembangunan bangunan

d1 atas makam dituangkan dalam suatu Peraturan
Daerah.

Pem-
seja-

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

-~

Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) ¢ Cukup jelas.

Pasal I ayat (2)

Pembatasan ukuran makam
dimaksud agar

pem-
bangunan bangunan hiasan
di atas makam tidak
mengarah kepada pem-—
borosan pemakaian tanah.

Yang dimaksud = dengan
"makam—-makam tertentu”
misalnya - hiasan makam

orang-orang yang dimitos-
kan oleh masyarakat dan
sebagainya, oleh karena
itu wajar apabila kebera-
daan bentuk dan ukuran
bangunan makam—makam
tersebut dapat ditetapkan
secara menyimpang.

Pasal 3 ayat (3). : Cukup jelas.
dan (4)

f-J
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pasal 4 ayat(l)
dan (2)

Ppasal 4 ayat (3)

Pasal 4 ayat (4)

pasal 5 avat (1), (2)
dan (3)

Pasal 5 ayat (2)

Pasal 5 ayat (95)
Pasal 6 s/d 7

Pasal 8 ayat (1)
dan (2)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan
"Kewa)iban yang harus
ditaati oleh Pemegang
Izin" misalnya kewajiban
memelihara kebersihan
makam, memasang kode yang
memuat nomor dan tanggal
Keputusan Pemberian Izin.

Cukup Jelas.

Cukup Jjelas.

Pembatasan waktu .proses
pemberian izin disamping

imaksudkan untuk mem-
be. ‘kan kepastian hukum
kepad:. Pemohon, sekaligus
juga untuk memacu aparat
Petugas untuk  bekerja
secara lebih efisien
dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada masyara-
kat.

Cukup Jjelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

P |
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Pasal 8 ayat (3)

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Q

10

10

10

11

12

15

16

ayat (1)

ayat (2)

ayat (3)

s/d 14

s/d 18

Peringatan diberikan
sebanyak - banyaknya 3
(tiga) kali, dengan
ketentuan jarak antara
peringatan vyang satu
dengan vyang lain tidak
boleh lebih dari 2 (dua)
bulan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Bagian hasil pungutan
retribusi sebesar 90%

(limapuluh perseratus)
merupakan sumber peneri-

maan sah Desa/Kelurahan
yang bersangkutan.

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Cukup Jelas.

Tenggang waktu 3 (tiga)
tahun untuk menyesuaikan
dengan Peraturan Daeran

ini dipandang cukup adil.

Cukup jelas.
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KEPUTUSAN "GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/760/1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG IZIN MEMBANGUN HIASAN DI ATAS MAKAM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MembaCa

Menimbang

Mengingat

-
-

a.

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 22 Nopember 1993
Nomor : 188.3/6289/1993 perihal Permo- .

honan Pengesahan Peraturan Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun
1993 tentang Izin Membangun Hiasan
Diatas Makam. ‘

bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah 'Kabupaten Daerah
Tingkat II dimaksud ;

1.

Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta pasal
58 ayat (2) dan (3) Undang-undang
Nomor S5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa

Tengah ;
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Salinan

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957

tentang Peraturan Umum Retribusj
Daerah 3
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1}
Tahun 1993 tentang Izin Membangun
Hiasan Diatas Makam, dengan perubahan
sebagai berikut :

1. Tanda baca “"Eitik, dual diantara
perkataan "NOMOR" dan angka "11"
dihapus.

2. Semua setelah perkataan "ayat (1),
(2)° +.... dst. ditambahkan perka-
taan "Pasal ini".
3. Semua setelah perkataan "Pasal 1, 2
<.... dst. ditambahkan perkataan
""Pera}Hran'Daerah ini*.

Ditetapkan di : Semarang
Pada anggal : 5 Januari 1995

» WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I,

" cap.  ttd.

Ir. SUJAMTO

: Keputusan ini . disampaikan
kepada Yth. :

Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar
Peraturan Daerah

Bupati Kﬁpal; Daerah Tingkat |II Banyumas
d1 Purwokerto

Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 11
Banyumas di Purwokerto j

Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
Banyumas di Purwokerto ;

Kepala Biro Hukum pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat [ Jawa Tengah

SESUAI DENGAN ASLINYA

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum
Ymt.
Cap. ttd.

TARTORO SUNARTO, SH

Penata Tk. 1
Nip. : 500 048 825
Kabag Peraturan Perundang—-undangan
dan Penelahaan Hukum
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